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ABSTRAK

Nama : Tirta Kencana
NIM :02011381621428
Judul Sripsi  : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Counter Handphone Dalam

Perspektif UU No. 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Counter
Handphone Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja, Pekerja merupakan hal yang paling penting dalam menjalankan suatu
bisnis, untuk itu Pekerja juga harus diberikan perlindungan untuk dapat
menjalankan tugas sebagaimana telah ditugaskan oleh pekerja, agar pekerja
nyaman dan dapat melakukan pekerjaannya dengan aman. Orang yang bekerja di
Counter Handphone juga harus mendapatkan Perlindungan Hukum, yang dimana
pada saat ini juga belum ada kejelasan mengenai bentuk Perlindungan Hukum apa
yang dapat diberikan oleh Pekerja Counter Handphone yang hal ini juga dilihat
dari Perspektif dari Undang-Undang yang baru saja di sahkan yaitu Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Mengenai hal tersebut maka
rumusan masalah yang diangkat yaitu Apakah Urgensi Perlindungan Hukum Bagi
Pekerja Counter Handphone dan Bagaimana Bentuk Perlindungan di Counter
Handphone dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja. Adapun Jenis Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif,
yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan. Urgensi pemberian
perlindungan hukum bagi pekerja Counter Handphone adalah apabila Pekerja
dirugikan. Mengingat juga Perlindungan hukum kepada Pekerja Counter
Handphone adalah dapat memberikan kepastian hukum yang nyata. Bentuk
perlindungan hukum Pekerja Counter Handphone adalah memberikan jaminan
apabila terjadi PHK.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja.

Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu
-~
u berita, S.H. M.H Helena Primadianti.S. H. . M.H
NIP. 197907182009122001 NIP. 198609142009022004
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat tentang
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini termaktub dalam Pasal
27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap warga
negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”. Begitupun dengan pekerja counter HP yang memiliki hak
untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi hidupnya.
Peraturan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Bab 1 Pasal 1
angka 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa,
ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja
pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja." Dalam hal ini,
sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dari Tenaga Kerja adalah setiap
orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakat.

Hal itu dapat dilihat bahwa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
terhadap tenaga kerja harus diperhatikan mulai dari pembinaan, pengarahan

dan perlindungan tenaga kerja. Hal ini semata-mata untuk menciptakan proses

! Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Y ustisia, 2008,
him. 5
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pembangunan dan kesejahteraan. Ditambah dengan jumlah penduduk yang
sangat besar, itu merupakan salah satu modal yang sangat penting.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
dilatarbelakangi adanya perubahan global yang semakin mendunia,
pemerintahan Indonesia menganggap perlu adanya tanggapan yang cepat dan
tepat. Hal ini dilakukan tanpa adanya reformasi kebijakan yang dianggap
dapat membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja diawali dari visi Presiden Jokowi untuk membuka lapangan
kerja yang lebih luas lagi. Dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja, diharapkan dapat merubah struktur ekonomi yang akhirnya mampu
membuat perubahan terhadap semua sektor untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi yang lebih tinggi.?

Hal itu dapat dilihat bahwa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
terhadap tenaga kerja harus diperhatikan mulai dari pembinaan, pengarahan
dan perlindungan tenaga kerja. Hal ini semata-mata untuk menciptakan proses
pembangunan dan kesejahteraan. Ditambah dengan jumlah penduduk yang
sangat besar, itu merupakan salah satu modal yang sangat penting.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menghapus
sistem perbudakan dan menjaga agar para tenaga kerja lebih dimanusiakan.
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga kerja dan hidup

layak sebagai manusia. Untuk menjalankan proses dari perlindungan terhadap

2 https://www.dslalawfirm.com/omnibus-law/, Diakses tanggal 3 April 2021.
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tenaga kerja itu memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara
komprehensif, terpadu dan berkesimbangan.®

Selain itu, perlindungan hukum terhadap terhadap tenaga Kkerja
dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja. Menjamin
kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun sesuai
dengan amanat konstitusi. Dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan
tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan
kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

Lingkup perlindungan terhadap tenaga kerja atau buruh menurut UU
No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah perlindungan tentang upah,
outsourcing, jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), pesangon, dan tenaga
kerja asing (TKA).

Secara yuridis dalam hukum perburuhan kedudukan Pengusaha dan
Pekerja adalah sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu
kondisi tertentu kedudukan antara buruh dengan pengusaha tidak sama dan
seimbang. Karena seringkali buruh berada pada posisi yang lemah.* Pada
bagiannya tenaga kerja dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tenaga kerja tetap dan
tenaga kerja tidak tetap. Bagian itu ada, karena kesepakatan dalam sebuah
perjanjian kerja yang dibuat. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau untuk
waktu tidak tertentu. Pekerja untuk waktu tertentu biasa disebut dengan

pekerja tidak tetap. Karena dibatasi masa atau jangka waktu kerjanya.

% Ibid him. 6
* Fenny Natalia Khoe, “Hak pekerja yang sudah bekerja namun belum menandatangani

perjanjian kerja atas upah ditinjau berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan” Jurnal llmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 Nomor 1 (2013), him. 3
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Bila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, jenis dan sifatnya tenaga kerja tidak tetap dibagi menjadi 4
(empat), yaitu:

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak
terlalu lam dan paling lama 3 (tiga) tahun;

3. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Bila merujuk kepada aturan di atas, maka jenis tenaga kerja hanya
dapat diterapkan untuk 3 (tiga) jenis pekerjaan yaitu, tenaga kerja kontrak,
tenaga kerja musiman dan tenaga kerja harian/lepas.

Tenaga kerja tidak tetap ini harus mendapatkan perlakuan yang sama
dengan tenaga kerja tetap tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Seperti
halnya yang tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja menyebutkan bahwa Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh
perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pengusaha Counter
Handphone yang ada di Palembang pun harus memberikan hak kepada
pekerjanya. Counter Handphone ini mempekerjakan tenaga kerja tidak tetap
dan menjadi pokok pembahasan penelitian ini. Dalam kesehariannya Counter
Handphone ini mempekerjakan beberapa tenaga kerja yang statusnya sebagai

tenaga kerja tidak tetap.
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Menurut Zainal Asikin, Problematika yang terjadi secara umum di
nasional ini pokok pangkal kekurang puasan pada umumnya berkisar pada
masalah:®
1. Pengupahan;

2. Jaminan sosial;

3. Perilaku penugasan yang kadang-kadang dirasakan kurang sesuai dengan
kepribadian;

4. Daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang dengan pekerjaan
yang harus diemban;

5. Adanya masalah pribadi.

Ditambah lagi dilingkup tenaga kerja tidak tetap, sering tidak
mendapatkan perlindungan hukum dan tidak mendapatkan perlakuan yang
sama dengan tenaga kerja tetap.

Suatu peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundangan yang berlaku, dan mulai berlaku setelah disahkan oleh pejabat
yang ditunjuk. Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan tentang
peraturan perusahaan kepada tenaga Kkerja. Perlindungan pekerja dari
kekuasaan pengusaha terlaksana apabila peraturan dalam bidang
ketenagakerjaan yang mengharuskan atau memaksa pengusaha bertindak
seperti dalam peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar
dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur
secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologi dan filosofis.

Awalnya terjadinya hubungan kerja disebabkan adanya perjanjian

kerja. Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dilakukan oleh seorang

®R. Joni Bambang S., Hukum Ketenagakerjaan, Bandung, Pustaka Setia, 2013, him. 289

® Dian Octaviani Saraswati, “Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Terhadap
tenaga Kerja di Perusahaan tenun PT. Musitex Kabupaten Pekalongan” Tesis Mahasiswa
Universitas Diponegoro (2017), him. 37
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calon pekerja/buruh dengan pengusaha dalam ketentuan yang mereka sepakati
bersama. Isi dari perjanjian itu antara lain mengenai kapan pekerja mulai
melaksanakan pekerjaan dan apa yang akan dikerjakan, kemudian bersarnya
upah yang akan diterima serta syarat-syarat kerja lain yang disepakati
bersama.’

Ketentuan sebagaimana di atur pada Undang-Undang No. 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa:
(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan dalam Pasal
1601 (a) persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak
pekerja/buruh mengikatkan diri untuk di bawah perintah pihak lain, simajikan
untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.
Hal ini juga terdapat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.
Per.02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang sekarang
diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
dan di dalam pelaksanaannya diatur dalam No. Kep 100/MEN/VI1/2004

tentang ketentuan Pelaksanaan Waktu Tertentu.

” Soedarjadi, Op.Cit, him. 59
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Problematika hukum yang terjadi adalah hubungan hukum keperdataan
antara pekerja dengan pengusaha yang biasa disebut dengan hubungan kerja.
Menurut Husni adalah:®
“Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara buruh dan majikan setelah
adanya perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian di mana pihak buruh
mengikatkan dirinya pada pihak majikan untuk bekerja dengan mendapatkan
upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan si
buruh dengan membayar upah.”

Maka dalam mengangkat tema perlindungan hukum pekerja tidak tetap
ini sangat penting, karena dalam tinjauan yuridis hukum ketenagakerjaan
berbeda dengan kondisi yang ada dalam praktik lapangan. Maka dari itu,
dalam mengangkat tema tersebut agar penegakan hukum di Indonesia dapat
berjalan. Terjadinya hubungan yang jelas antara pengusaha dengan pekerja
dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam hubungan kerja. Para pekerja dan
pengusaha sama-sama dapat mensejahterakan kehidupannya.

Penelitian ini hanya terbatasi pada ruang lingkup yang bekerja sebagai
tenaga kerja di Counter Handphone di Kota Palembang yang statusnya adalah
tenaga kerja tidak tetap. Ada 4 (empat) lingkup perlindungan hukum tenaga
kerja seperti yang disebutkan di atas, maka pada dalam penelitian ini hanya

difokuskan pada lingkup perlindungan hukum tentang upah, kesejahteraan,

dan jaminan sosial tenaga kerja.

® Fenny Natalia Khoe, Op.Cit., him. 2
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Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas dan ketentuan-ketentuan
yang ada, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian dengan judul:
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA  COUNTER
HANDPHONE DALAM PERSPEKTIF UU NO. 11 TAHUN 2020

TENTANG CIPTA KERJA”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam
penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :
1) Apakah urgensi dari perlindungan hukum bagi pekerja Counter
Handphone?
2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja di Counter

Handphone dalam perspektif UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menjelaskan urgensi dari perlindungan hukum bagi pekerja Counter
Handphone.
2. Untuk mendapatkan kepastian tentang bentuk perlindungan hukum bagi
pekerja di Counter Handphone dalam perspektif UU No. 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja.
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D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru, yang
tentunya terkhusus dalam pengetahuan hukum pada aspek
perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap.
b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti maupun masyarakat tentang
bagaimana sistem perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap.
2. Manfaat Praktis
a. Dapat mengetahui hubungan kerja dan hak-hak perkerja yang bekerja
di Counter Handphone
b. Dapat dijadikan sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat dalam
kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya

pekerja tidak tetap.

E. Kerangka Teori
Sebelum peneliti menggulas dan masuk dalam pembahasan
permasalahan lebih jauh, terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian-
pengertian dan peristilahan-peristilahan yang digunakan dalam proposal
skripsi ini, yaitu:
1. Kepastian hukum
Menurut Gustav Radbruch ada 3 (tiga) tujuan ideal hukum, yaitu

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tetapi tidak lah mudah
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dalam mewujudkannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Terkadang
kepastian hukum berbenturan dengan keadilan maupun sebaliknya.
Aristoteles mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah
menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh
kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan
tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah
keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia
terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk
terlaksananya hal tersebut, maka teori ini hukum harus membuat apa yang
dinamakan “Algemeene Regels” (peraturan/ketentuan umum). Pada teori
keadilan kata keadilan juga berarti tindakan yang terletak diantara
memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah
memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang
menjadi haknya.
Aristoteles mengemukakan bahwa ada 5 (lima) jenis perbuatan
yang tergolong dalam adil. Lima jenis tersebut adalah:®
a. Keadilan Komutatif
Keadilan komutatif adalah suatu perlakuan kepada seseorang
dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
b. Keadilan distributif
Keadilan distributif ialah suatu perlakuan terhadap seseorang
yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
c. Keadilan kodrat Alam
Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa

yang diberikan orang lain kepada kita sendiri.
d. Keadilan Konvensional

% L.J. Van Alperdorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta,
2008, him.34
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Keadilan konvensional ialah suatu kondisi dimana jika
sesorang warga negara telah menanti segala peraturan
perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

e. Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha
memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

Prinsip keadilan merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan
tepat dalam hidup dan karenanya mengikat semua orang baik masyarakat
maupun penguasa. Bahwa keadilan dapat dipandang dari nilai merupakan
keadilan yang tergolong sebagai nilai sosial, dimana pada suatu segi
menyangkut aneka perserikatan manusia dalam suatu kelompok apapun
(keluarga, masyarakat, adat, bangsa, atau persekutuan internasional.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman
dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai
sifat sebagai berikut :

a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas
mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara
alat-alatnya.

b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak
mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang
diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum
tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang
buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin

yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau

konkrit.
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Menurut Utrecht:*°
Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama,
adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan yang
kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu
individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau
dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu
berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak
ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat
berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada
istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Selain
itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit
kedua pihak berselisin dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas
hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang kedapatan
dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa:**
Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian
hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam
atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi
tugas dari hukum. Hukum vyang berhasil menjamin banyak
kepastian dalam hubunganhubungan kemasyarakatan adalah
hukum yang berguna.

Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam

hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya

kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-

1% Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1999, him.23.

1L E. Utrecht, Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6, Balai Buku Ichtiar, Jakatra,
1959, him.26
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wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti
dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari
perwujudan asas legalitas.

Menurut Sudargo Gautama, dapat dilihat dari dua sisi yaitu:*?

1) Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip
pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah
pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat
dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-
peraturan hukum.

2) Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan
hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih
dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapan
hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiaban setiap
warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu
peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguraguan dan
logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem
norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari
ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu
dalam suatu aturan.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang
berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu

adalah perundang-undangan.

him.9.

2 Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1973,
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2.

b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan
pada kenyataan.

c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga
menghindari  kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah
dilaksanakan.

d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Perlindungan hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum
adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan
orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar
mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.'®
Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah
perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak
asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan
hukum dari kesewenangan.*

Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan
atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang
oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk

him. 53

13 Satjipto Rahardjo, llmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000).

4 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat dilndonesia, (Surabaya: Bina IImu,

1987), him. 1.
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menikmati martabatnya sebagai manusia.’® Sedangkan Muchsin,
perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu
dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang
menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban
dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.®
Dalam penelitian ini, terminologi perlindungan hukum mengenai
bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja pada
pekerja pekerja di Counter Handphone Palembang. Perlindungan hukum
persebut dapat berupa:
a. Upah
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan
Upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai
imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa
yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk
uang yang ditetepkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian
kerja antara pengusaha dan buruh, termaksud tunjangan, baik untuk
buruh itu sendiri maupun keluarganya.
Upah adalah sebuah bentuk pembayaran atau sebuah hak yang

di berikan oleh sebuah perusahaan atau instansi kepada pegawai

1> Setiono, Rule of Law(Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister 1lmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), him. 3

'8 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta;
magister IlImu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), him. 14.
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tetap. Honor merupakan sejumlah hak yang diberikan oleh suatu
perusahaan atau instansi kepada pegawai yang tidak tetap.’

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjan memberikan pengertian upah adalah hak pekerja/ buruh
yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapakn dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-uindangan, termaksuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa sesungguhnya upah
dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga
agar jangan sampai upah yang diterima terlalu rendah, maka pemerintah
turut serta menetapkan standar upah terendah melalui peraturan
perundang-undangan. Inilah yang disebut upah minimum atau dalam era
otonomi daerah disebut dengan istilah upah minimum provinsi.*®

b. Keselamatan Kesehatan Kerja

Pasal 86 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai
hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1) Keselamatan dan kesehatan kerja

2) Moral dan kesusilaan

Y Mardi, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), him. 4
8 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi , PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2007, him. 150
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3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta
nilai-nilai agama.

Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja
dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam
usaha mencegah kemungkin terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat
kerja di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus
diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja.

3. Tenaga Kerja

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian tenaga kerja adalah
“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan
barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
untuk masyrakat™.*® Sedangkan pengertian pekerja/buruh menurut Pasal 3
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah
“setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam
bentuk lain”.

Berbeda dengan buruh, buruh adalah orang yang bekerja pada
majikan atau perusahaan apapun jenisnya pekerjaan yang dilakukan.
Orang itu disebut buruh apabila dia telah melakukan hubungan kerja
dengan majikan. Kalau tidak melakukan hubungan kerja maka dia hanya

tenaga kerja, belum termasuk buruh.?

9 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Revormasi, Sinar Grafika, Jakarta,
2009, him. 1

20 7ainal Asikin et al,Dasar- dasar Hukum Perburuhan, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2007, him. 43
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F. Metodologi Penelitian
1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu
penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data-data sekunder
sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data
lapangan.®*

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap tenaga kerja
dengan pendekatan konseptual yakni pendekatan yang beranjak dari
pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, guna
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep

hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang
terdapat didalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka penulisan
proposal skripsi ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu 1)
pendekatan  perundang-undangan (statute approach) merupakan
pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang
bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi;
2) pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan
dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

berkembang di dalam ilmu hukum; % 3) pendekatan kasus (case approach)

21 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo,
Jakarta, 2004, him. 133
% Ibid.
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merupakan pendekatan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang
berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi®®. Ketiga pendekatan tersebut
dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang,
masalah hukum sesuai dengan target yang dituju dan mempergunakan data
primer atau sekunder, dan pengukuran terhadap Peraturan Perundang-
undangan tertentu mengenai Efektifitasnya sehingga akan diperoleh data
yang relevan mengenai hal yang akan dijadikan objek penelitian, serta
dapat mengungkap objek yang akan diteliti, untuk mencapai hasil

penelitian yang obyektif dan sistematis.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang hendak
dirumuskan dalam bentuk karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan

teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,* dari pihak-
pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti. Data primer ini akan
diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih

secara purposive.”

%% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta, 2008, him. 53

# Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja
Grafindo, 2004, him. 30

% Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada, 2008, him. 53
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b. Data Sekunder
Data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya
telah diolah orang lain. Untuk memperoleh data sekunder peneliti
melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian
terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan
ini, sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian.

Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

31



1) Bahan Hukum Primer
Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif
termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan
perundang-undangan yang dimaksud :
a) Kitab Undang — Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
b) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013.

2) Bahan Hukum Sekunder
Sering dinamakan Secondary data yang antara lain mencakup di
dalamnya:
a) Kepustakaan/buku literatur yang berhubungan dengan hukum

jaminan

b) Data tertulis yang lain berupa karya ilmiah para sarjana.

c) Referensi-referensi yang relevan dengan hukum perbankan.

4. Analisis Bahan Hukum
Setelah semua data yang diperlukan terkumpul secara lengkap dan
disusun secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis. Dalam penelitian ini
penulis memilih metode analisis data secara kualitatif yaitu analisis berupa
kalimat dan uraian. Metode kualitatif, adalah menguji data dengan teori
dan doktrin serta undang-undang. Dengan digunakannya metode kualitatif

akan diperoleh suatu gambaran dan jawaban yang jelas mengenai pokok
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permasalahan dan menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal
sehat manusia dan terbatas pada masalah yang diteliti.

Dengan demikian akan terlebih dahulu dilakukan pengkajian
terhadap data yang diperoleh selama penelitian, kemudian dipadukan
dengan teori yang melandasinya untuk mencari dan menemukan
hubungan/relevansi antara data yang diperoleh dengan landasan teori yang
digunakan. Sehingga dapat menggambarkan dan memberikan kesimpulan
umum mengenai perlindungan hukum tentang pekerja Counter
Handphone dalam perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Tentang Tenaga Kerja.

. Teknik Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan
berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan
kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan
kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan cara deduktif.
yaitu penarikan kesimpulan yang diperoleh dari kasus yang sifathya umum
menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkupnya lebih bersifat

individual atau khusus.
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6. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Counter

Handphone dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I :

BAB Il :

BAB IlI:

PENDAHULUAN

Berisi penjelasan tentang Latar Belakang, Permasalahan yang
dipilih, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian dan Metode
Penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang tinjaunan umum tentang sejarah hukum
ketenagakerjaan di  Indonesia, tinjauan umum tentang
perlindungan tenaga kerja di Indonesia, perlindungan hukum
dalam perspektif UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
tinjauan umum perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan
jaminan sosial tanaga kerja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian yaitu perlindungan hukum
tenga kerja Counter Handphone di Palembang, dan bentuk
permasalahan-permasalahan dan penyelesaian yang terjadi kepada

pekerja Counter Handphone di Palembang.
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BAB IV: PENUTUP
Berisi Simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan inti dari
hasil penelitian dan pembahasan. Simpulan merupakan landasan

untuk mengembangkan saran-saran.
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